BAB I
FPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Desa adalah perakitan mekamk pemenintah yang palmg tidak signifikan d
Indonesia, termasuk upaya untuk man}re-sulih:m perkembangan dan pencapaian

menyvampaikan data kmmgan kepada masyarakat pada umumnya lebih dipercaya
daripada pemerintahan vyang agak tertutup. Medina dan Rufin (2015)
mengklarifikasi bahwa "trnsparansi memiliki dampak langsung pada kepercaynan
dan dompak menyimpang vang dimediasi oleh pemenuhan.” Pemerintoh vang
tertutup terhadap data moneter dapat diputuskan oleh penduduk sebagai memiliki
banyak misteri penyelewengan moneter. Otoritas publik yang menutup data



moneter dapat dikaitkan dengan kikuk dalam mengawasi dan merinci akun. Untuk
sebagian besar. badan legislatif yang tertutup tidok dapat menjelaskan mengapa

pelaksanaan perbaikan mereka buruk dan tidak membuahkan hasil
Kedua, untuk lebih mengembangkan pengelolaan kawasan lokal (pengendalian),
Untuk membuat pelaksansan perbaikan wilayah lokal menark, penting untuk
diingat untuk pengawasan, dan pengelolaan wilayah lokal ini akan layak dengan
psumsi  bahwa  indiyid il data tentang pembizynan
iaff B fingkst lopangan ketika

ngetahui (night fo illuminate dan right to know]
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia men

Kecukupan atau tidak adanya ai pendekatar proyek dan latihan.

Mustopa Didjaja (2003 :261) Keterbukaan adalah transparansi otoritas publik
dalam menyebarkan berita lentang strotegi sehinggas dapoi dilakukan oleh
masyarakal umum. transparansi pada akhimya okan membuat tanggung jawab
antara otoritas publik dan individu,

Menurut Andrianto (2007), keterusterangan publik adalah transparansi yang
berserfifikat, menjangkau, dan memberi tempat untuk dukungan dinamis dan



semua lapisan masyvarakat selama waktu yang dihabiskan untuk mengawasi aset
publik. setiap pengaturan yang diberikan oleh koordinator hares tersedia secara
transparan dengan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat pada umumnya
untuk mengambil bagian secara luas di dalamnya. beberapa keuntungan signifikan
dari keterusterangan rencana pengeluaran sesuai (andrianto, 2007}, yaitu mencegnh
kekotoran, lebih mudsh untuk mengenali

ahun 2017 terdapat [8] kasus pemalsum
ten di Indonesia. Indonesia (lhsanuddin, 3

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Dess Menge af Tugas Dan Tangung Jawab
Pemerimtah Desa Tentang Pembangunan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014
tentang petunjuk penyelenggaraan pemerintshan kota, merupakan penjabaran dar
pedoman kota yang salah satunya mengatur tentang kewajiban dan kewajiban
penyelenggarn negars. Dalam menata dan membentuk masukan daerah lentang
perbaikan pondasi sebapai suatu bentuk keinginan daermsh untuk mendapatkan
kehidupan sehari-hari yang lebith aman dan menyenangkan dalam hidup dan



menunjang kehidupan, untuk itu daerah setempat sangat membutuhkan kerangka
kantor don vayasan sebagal tempat melakukan dan membantu latihan-latihan
daerah sebagal masukan untuk mempersispkan setiap latihan kehidupan unfuk
memenuhi kebutuhan pokok daerah setempat, seperti pondasi jalan, air bersih, dan
saluran pembuangan sampah dan pondasi lainnya.

Tabel 1.1

Informasl Dana Desa di Kabupaten Depok Tahun 2018-2020

NO | Nama Desa hesa Desa
2018 2019 2020
Catur Tunggal D61 879.000 1.177.702.000 1.253.952.000
2 Maguwoharjo 003.656.000 1.226.076.000 1.300.012.000
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Sumber: (www slemankab. go id)

Dilihat dari tabel di atas, informasi simpanan kota unituk Kecamatan Depok
tahun 2018, Desa Maguwoharjo merspakan kota vang mendapat cadangan kota
paling besar vaitu sebesar Rp. 993.656.000,00 maka pada saat itu Kota
Caturtunggal sebesar 961 870.000,00 hir Desa Condongeatur sebesar Rp.

cagar alam yang paling
,226.076.000,00, Desa

[h balik layar yang telah }
DesnMnguwuhm]ﬂpudahhlmlﬂlﬂlglnhselesu Dengnnml. terlepas dari apakah
pejabat publik dan daerah telah mengetahui atau menyelesaikan transparansi cagar
kota dengan tepat sebagai kewajiban mereka dalam melakukan suatu tugas,

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan vang telsh selesai, maka perincian permasalahan
yang diambil oleh analis adalah sebagai berikut: Bagaimana Transparansi
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelltian
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui
Transparansi penggunaan dana desa dalsm pembangunan infrastruktur di Desa
Maguwoharjo tahun 2020.

k. manfaat teontis dan

.j erygan seluk-beluk yang

Baglan | PENDAHULUAN
Bagian awal bensi tentang londason pemeriksaan, definisi masalah, tujuan
penelition, keunggulan penelitian dan sistematika eksplorasi.

Baglan II: TINJAUAN PUSTAKA



Bagian ini berisi spekulasi melalui pemahaman dan definisi yang diambil dari
bagian-bagian buku yang berhubungan dengan perencanaan laporan postulasi dan
beberapa survel penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

Baglan 111 : METODOLOGI PENELITIAN
Bagion ini Segmen mi berbicara I:entlmg stra.l;egl untuk mengmxd'mmkm
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